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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

SEKTOR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sektor Jasa Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970
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Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2918);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5473);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja
Selain Penyelenggara Negara dan Setiap orang, Selain
Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi
Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu
Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
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Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari
Tua;

18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan
Pelaksanaan;

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2022 Nomor 2);

20. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di
Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf
Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2022 Nomor 23);

22. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Sektor Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi (Berita
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 41), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 setelah ayat (1) di tambah 1 (satu)
ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14
(1) Dalam hal iuran pekerjaan sektor jasa konstruksi

didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan
nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau
tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditetapkan sebagai
berikut :
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a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai
kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen)
dari nilai kontrak kerja konstruksi;

b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah
0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih
nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi
setelah dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);

c. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar
penetapan huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga
belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai
kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) sampai dengan
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar
penetapan huruf c ditambah 0,11% (nol koma
sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai
Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d
ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen)
dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja
konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah).

(2) Dalam hal iuran pekerjaan sektor Jasa konstruksi
didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan
nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau
tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program
Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebagai berikut:
a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak

Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran
JKM sebesar 1% (satu persen) dikali 0,03% (nol
koma nol tiga persen) dari nilai kontrak sehingga
menjadi 0,0003% (nol koma nol nol nol tiga persen)
dari nilai kontrak kerja konstruksi sampai dengan
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran
JKM sebagaimana dimaksud pada huruf a
ditambah sebesar 1% (satu persen) dikali 0,02%
(nol koma nol dua persen) sehingga menjadi
sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana
dimaksud pada huruf a ditambah sebesar 0,0002%
(nol koma nol nol nol dua persen) dari selisih nilai,
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yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah
dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah), Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran
JKM sebagaimana dimaksud pada huruf b
ditambah sebesar 1% (satu persen) dikali 0,02%
(nol koma nol dua persen) sehingga menjadi
sebesar penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana
dimaksud pada huruf b ditambah sebesar 0,0002%
(nol koma nol nol nol dua persen) dari selisih nilai,
yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah
dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah);

d. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
Iuran JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM
sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah
sebesar 1% (satu persen) dikali 0,01% (nol koma
nol satu persen) sehingga menjadi sebesar
penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud
pada huruf c ditambah sebesar 0,0001% (nol koma
nol nol nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari
nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

e. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Iuran
JKM sebesar penetapan nilai Iuran JKM
sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah
sebesar 1% (satu persen) dikali 0,01% (nol koma
nol satu persen) sehingga menjadi sebesar
penetapan nilai Iuran JKM sebagaimana dimaksud
pada huruf d ditambah sebesar 0,0001% (nol koma
nol nol nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari
nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan
sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).

(4) Penyetoran iuran Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) disetorkan langsung oleh Penyedia Jasa
ke dalam rekening BPJS Ketenagakerjaan

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar….
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 27 September 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 92


